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ABSTRAK

Berbagai isu otonomi daerah dan persoalan mengenai pemerintahan daerah akhir- 
akhir ini menajdi isu yang hangat, salah satunya mengenai isu tuntutan otonomi 
khusus di beberapa Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah 
pemberian Otonomi Khusus terhadap Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan 
Provinsi Papua. Pada dasarnya persoalan tersebut berakar dari masalah besar 
kecilnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam 
rangka penyelenggaraan otonomi daerah yang dihadapkan pada kenyataan bentuk 
Negara Indonesia sebagai Negara Kesatuan. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis dan memahami pelaksanaan otonomi khusus dalam kerangka 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan implikasi keberadaan daerah yang 
berstatus khusus tersebut terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.
Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan kebijakan otonomi khusus di 
Indonesia khususnya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua 
merupakan solusi yang tepat untuk menjaga keutuhan negara dengan 
pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka bentuk Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi perbedaan kepentingan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah khusus dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya masing-masing. Sehingga, dapat menciptakan keserasian hubungan 
antara pemerintah pusat dan daerah.

Kata kuncirNegara Kesatuan, Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah, Otonomi 
Khusus

xiii
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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia ialah Negara yang berbentuk Negara Kesatuan. Hal ini 

tercantum dalam konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pada 

Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang 

berbentuk Republik”. Hal itu berarti, the founding fathers Indonesia sangat

sebagai hakikat Negaramenekankan pentingnya konsepsi Negara Kesatuan

iIndonesia.

Dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya, bentuk Negara kesatuan ini 

terbagi menjadi dua macam sistem pemerintahan, yaitu Sentralisasi dan 

Desentralisasi. Bentuk negara kesatuan dengan sistem Sentralisasi adalah sistem 

pemerintahan yang langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara

pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Berbeda halnya dengan

Negara kesatuan dengan sistem Desentralisasi yaitu daerah diberikan kesempatan dan 

kekuasaan untuk mengurus dan mengatur pemerintahan di wilayahnya sendiri 

(otonomi daerah) yang dinamakan daerah otonom.2

Negara kesatuan ini juga disebut negara unitaris. Ditinjau dari segi susunannya, ada dua 
kemungkinana bentuk negara, yaitu 1) Negara kesatuan, yaitu negara yang bersusunan tunggal, dan 2) 
Negara federasi, yaitu negara yang bersusunan jamak, lihat dalam Abu Daud Busroh, Ilmu Negara, 
Bumi Aksara, Palembang. 1989, hlm. 64

Riwu Kaho, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Bina Aksara, 
Jakarta, 1982, hlm. 3.

1
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Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan 

desentralisasi, tugas pembantuan, serta dekonsentrasi sesuai dengan peraturan

berlaku.3 Sementara itu, pemerintah daerah dalam

desentralisasi dan tugas

asas

perundang-undangan yang

menyelenggarakan pemerintahan menggunakan 

pembantuan.4 Selain itu, pemerintah daerah juga berpedoman pada Asas Umum 

Penyelenggaraan Negara yang di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan 

istilah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.5

asas

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang 

menggunakan asas desentralisasi adalah adanya pembagian kewenangan antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hampir seluruh kewenangan pemerintah 

pusat diserahkan pada daerah, kecuali bidang; politik luar negeri, pertahanan 

keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.6 Hal ini menimbulkan

3 Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan tugas urusan 
pemerintah yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah 
Tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. 
Sedangkan, Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau 
kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya di daerah, lihat dalam HAW. 
Widjaja, Titik Berat Otonomi pada Daerah Tingkat II, RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2001, hlm. 13, 
14, 83.

Rozali Abdullah,Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah 
Langsung RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005,hlm. 27

Secara yuridis formal, mengenai Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ini dapat dilihat 
dalam UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas dari Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (KKN), ditambah asas efektivitas dan efisiensi. Kemudian dalam Pasal 20 UU 
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

6 Pasal 10 UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping kelima hal 
tersebut terdapat kewenangan lain yang masih dipegang pemerintah pusat, yakni; (1) kebijakan tentang 
perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, (2) dana perimbangan 
keuangan, (3) sistem administrasi negara, (4) lembaga perekonomian negara, (5) pembinaan dan 
pemberdayaan sumber daya manusia, (6) pendayagunaan SDA, (7) teknologi tinggi yang strategis, (8) 
konservasi dan (9) standarisasi nasional.

secara
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3

peningkatan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah yang 

sangat besar.7

Konstitusi disusun dalam kerangka Negara Kesatuan harus tercermin 

kepentingan daerah, melalui aturan pembagian kekuasaan antara badan-badan pusat 

dan badan-badan daerah secara adil dan bijaksana sehingga daerah memelihara 

kepentingannya dalam kerangka Negara Kesatuan. Susunan yang demokratis 

membutuhkan pemecahan kekuasaan pemerintahan ditingkat pusat dan pembagian

kekuasaan antara pusat dan daerah.

Sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 UUD 1945 di bidang ketatanegaraan

pemerintah Republik Indonesia melaksanakan pembagian daerah-daerah dengan

bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang Pemerintahan

Daerah. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurut

UUD 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan

otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan 

pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan 

serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD 1945, pemerintah 

daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan

7 Lihat dalamJ , 0. http://rusdianto.dosen.narotama.ac.id/files/2012/01/Daerah-Otonomi-Khiisiis-
dalam-Sistem-NKRI.pdf (hlm. 2), diakses pada tanggal 6 Desember 2012.

http://rusdianto.dosen.n
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masyarakat secara merata di daerah sesuai dengan tujuan kehidupan berbangsa dan 

bernegara yaitu mensejahterakan rakyat.

Secara etimologi, Otonomi berasal dari bahasa Yunani autos yang artinya 

sendiri dan nomos yang berarti hukuman atau aturan. Jadi, otonomi dapat diartikan 

pengundangan sendiri. Otonomi menurut Ateng Syafruddin adalah kebebasan dan 

kemandirian, bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu 

adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Atau 

dengan kata lain otonomi daerah itu sendiri berarti hak, wewenang, dan kewajiban 

suatu pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.9 

Secara yuridis dan politis, otonomi daerah diberikan oleh pemerintah kepada 

masyarakat setempat dalam wilayah tertentu guna terselenggaranya pemerintahan 

sendiri sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat setempat.10 Dalam daerah 

otonom itulah terselenggaranya otonomi daerah.

Inti konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil 

yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat 

pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat

Lihat dalam :
pada tanggal 13 Februari 2013.

Inu Kencana Syafiie, dkk, Sistem Pemerintahan Indonseia, Rinheka Cipta, Jakarta, 2002, 

2007,hlm°3H8AW' Widjaj3' Penyelenggaraan 0tonomi di '"donesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

http://wawan-iunaidi.blogsnot.com/2012/02/nengertian-otonomi html diakses

hlm. 94.

http://wawan-iunaidi.blogsnot.com/2012/02/nengertian-otonomi
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otonomi daerah dan kelangsungandiwujudkan secara nyata dengan penerapan 

pelayanan umum yang tidak diabaikan.

Setiap daerah mempunyai historis dan sifat khusus yang berlainan dari

iwayat dan sifat daerah lain. Oleh karena itu, Pemerintah harus menjauhkan segala

12yang bermaksud akan menguniformisir seluruh daerah menurut satu model. 

Menurut Soepomo bahwa Otonomi Daerah sebagai prinsip berarti menghormati 

kehidupan regional menurut riwayat, adat, dan sifat-sifat sendiri-sendiri dalam kadar

urusan

negara kesatuan.

Selain otonomi daerah, Negara juga mengakui dan menghormati satuan- 

satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur

dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18b ayat (1) yang berbunyi “Negara

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus

atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Artinya, diaturnya hal 

tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 mendukung eksistensi pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus atau istimewa, baik provinsi, kabupaten kota, maupun 

desa.

Otonomi Khusus yang diberikan kepada daerah khusus merupakan bentuk 

realisasi dari amanat Pasal 18b ayat (1) UUD 1945, yang menuangkan secara eksplisit 

bahwa negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat

"H.A.W. Widjaja. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 
2002, hlm.22.

Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatifl2Rozali Abdullah,
Op. C/7,hlm. 11.
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sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dankhusus. Otonomi Khusus 

diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar

masyarakat.

Pemberian Otonomi khusus adalah suatu bentuk nyata dari bentuk Negara 

Kesatuan yang melaksanakan sistem pemerintahan Desentralisasi untuk memberikan 

pengakuan dan penghormatan kepada satuan pemerintahan daerah yang bersifat 

khusus.13 Pengaturan tentang keberadaan otonomi khusus ini ditujukan untuk 

penegasan dari pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan pemerintah 

daerah yang bersifat khusus.

Idealitas konsepsi otonomi khusus di Indonesia dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia diberikan kepada empat daerah, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), 

DKI Jakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.14 Hal ini

dilakukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta untuk menyelesaikan secara adil seluruh

permasalahan di daerah yang memerlukan penanganan segera. Selain itu, otonomi 

khusus berfungsi untuk menjaga keutuhan negara, hai ini dikarenakan setiap daerah 

mempunyai kebutuhan dan kategori sejahtera yang berbeda-beda. Sehingga dengan

Sebagaimana telah tertuang dalam konstitusi yang kemudian diturunkan dalam Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 225 yang berbunyi Daerah- 
daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang- 
Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.

Lihat dalam http://law.umi.ac.id/andi-abidin-r-sh-mh-raih-gelar-doktor-ilmu-hukum/. 
diakses pada tanggal 25 Maret 2013.

I

http://law.umi.ac.id/andi-abidin-r-sh-mh-raih-gelar-doktor-ilmu-hukum/
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ditetapkannya satu aturan dari pemerintah pusat, belum tentu dapat menjawab 

tuntutan dari semua masyarakat di daerah-daerah yang berbeda.

Oleh karena itu, perlu ditempuh langkah-langkah 

mempertahankan integritas bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) dengan menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan budaya 

masyarakat masing-masing dengan tidak bergesernya dari konsep Negara Kesatuan 

ke Negera Federal serta tetap berada pada bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.15

antara lain,

Otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi DIY, Provinsi N AD, 

Provinsi DKI, dan Provinsi Papua disesuaikan dengan karakteristik masing-masing 

daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pemberian otonomi khusus 

dalam sistem ketatanegaraan sesuai dengan prinsip negara hukum dan demokrasi 

Indonesia, yaitu partisipasi masyarakat, persamaan kedudukan dalam hukum dan 

pemerintahan serta pertanggungjawabannya.16

Salah satu Tujuan Negara Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 

1945 adalah mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk peneapaian kesejahteraan 

ditengah keadaan masyarakat yang plural. Sehingga diperlukannya instrument untuk 

mencapai tujuan negara dalam masyarakat yang plural yaitu dengan adanya otonomi 

khusus. Daerah-daerah tentunya lebih tahu apa yang dibutuhkan masyarakatnya untuk

1sIbid: 
16lbid
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mencapai suatu kesejahteraan, pemberian otonomi khusus kepada daerah khusus 

adalah suatu kebijakan pemerintah pusat agar pemerintah daerah lebih leluasa untuk 

mencapai kesejahteraan di daerah khusus tersebut.17

Di Indonesia sendiri, ada beberapa daerah yang bisa di katagorikan sebagai 

daerah istimewa, dan kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan sendiri,

1Kyaitu antara lain:

1. Daerah Istimewa Aceh (Provinsi Aceh) telah diberlakukan UU Nomor 44 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah 

Istimewa Aceh dan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Daerah Khusus Ibukota Jakarta diberlakukan UU Nomor 34 Tahun 1999 yang2.

mengatur tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota

Jakarta;

3. Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki UU yang mengatur ketentuan 

khusus sebagaimana dimaksud di dalam Undang undang Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

Daerah Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua saat ini berdasarkan pada UU4.

Nomor 21 Tahun 2001.

Kewenangan daerah dalam melaksanakan otonomi khusus yakni menyelenggarakan 
wewenang yang masih menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Pengertian khusus pada umumnya 
yaitu penyelenggaraan secara khusus sesuai dengan karakteristik dan kondisi daerah tersebut, Lihat 
dalam httB;//umarikmawaru.blogspot.com/2012/07/persDektif-otonomi-daerah-
dajam.htmlfl.UWgvRDhpG I, diakses pada tanggal 14 April 2013.

Lihat dalam http://id.wikipedia.ora/wiki/Daerah istimewa, diakses pada tanggal 13 Februari
2013.

http://id.wi
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Apabila dilihat dari sisi historis pemberian otonomi khusus kepada NAD dan 

Papua merupakan alat peredam kedua daerah tersebut untuk melepaskan diri dari 

wilayah Indonesia. Kedua daerah tersebut ingin melepaskan dari Indonesia 

dikarenakan kebijakan pemerintah pusat yang tidak sesuai dengna kebutuhan 

masyarakat di daerah. Disini otonomi khusus diberikan untuk kedua daerah tersebut 

dapat menjalankan tuntutan kebutuhan masyarakat daerahnya tanpa harus 

melepaskan diri dari Indonesia.

Selain itu, diberikannya otonomi khusus kepada Provinsi Nanggroe Aceh 

Darussalam karena kekhasan karakter yang dimiliki masyarakat Aceh, juga sebagai 

wujud penghargaan negara terhadap dedikasi dan perjuangan dari Aceh selama 

perang kemerdekaan dan hingga kini Aceh tetap sebagai salah satu daerah 

penyumbang minyak bumi dan gas alam terbesar kepada Republik Indonesia, 

berdasarkan pada pertimbangan itulah maka Aceh diberikan otonomi khusus.19

Sementara otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua dan 

Provinsi Irian Jaya Barat atas dasar pertimbangan kekhasan budaya daerah tersebut. 

Selain itu, pemberian otonomi khusus bagi Papua dan Irian Jaya Barat untuk 

membayar ketidakadilan yang terjadi karena ketimpangan eksploitasi pusat dengan 

hasil yang diterima daerah penghasil tambang emas terbesar di dunia itu. Hal ini yang

agar

19 Lihat dalam http://www.pkkod.lan.go.id/mdex.Dhp?mod=6&d=7. diakses pada tanggal 14
April 2013.

http://www.pkkod.lan.go.id/mdex.Dhp?mod=6&d=7
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menyebabkan timbulnya gerakan separatisme, sehingga pemberian otonomi khusus

20dipandang sebagai salah satu solusi untuk meredam gejolak tersebut.

Otonomi khusus yang diberikan kepada Daerah Istimewa Yogyakarta atas

dasar pertimbangan Keistimewaan Yogyakarta yang terlihat pada pengisian posisi

kepala dan wakil kepala eksekutif di Yogyakarta yang hanya dapat ditempati oleh

Sultan/Pakualam dan/atau kerabat kerajaan dan juga kewenangan di bidang

21pertanahan yang dikenal dengan sultan grond dan juga budaya di daerah tersebut.

Otonomi khusus di DKI Jakarta adalah agar dapat membina dan 

menumbuhkembangkan Jakarta dalam satu kesatuan perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengendalian. Dengan adanya otonomi tersebut diharapkan Jakarta dapat memberikan 

pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan terpadu kepada masyarakat.

Sehingga pemberian otonomi khusus oleh negara mendorong berkembangnya 

prakarsa sendiri dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan 

masyarakat setempat. Dengan berkembangnya prakarsa tersebut tercapailah apa yang 

disebut dengan demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, tetapi juga memperbaiki 

nasibnya sendiri.

Otonomi Khusus dalam pemerintahan daerah merupakan suatu dinamika 

politik di daerah yang secara konseptual tidak umum ada dalam suatu Negara yang 

berbentuk Negara Kesatuan. Berdasarkan uraian-uraian di atas, penulis tertarik untuk

20 Ibid.
21 Ibid
22 Ibid
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menulis skripsi yang berjudul “Otonomi Khusus dalam Kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia”. Untuk membahas lebih mendalam mengenai Keselarasan 

keberadaan otonomi khusus yang ideal dalam kerangka Negara Indonesia yang 

berbentuk Kesatuan sesuai dengan yang dikehendaki dalam konstitusi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan-

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia?

2. Bagaimanakah Implikasi Keberadaan Daerah yang Berstatus Otonomi

Khusus Terhadap Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini

adalah:

1. Untuk Menganalisis Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Kerangka Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.

2. Untuk Menganalisis Implikasi Keberadaan Daerah yang Berstatus Otonomi

Khusus Terhadap Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah.

I
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1.3.2 Manfaat Penelitian

Selain tujuan di atas, penulisan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat 

seperti berikut:

a. Secara Teoritis

Dapat mengungkapkan penemuan 

sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan teori-teori khususnya mengenai 

teori-teori dalam ilmu hukum, dan dapat dijadikan sebagai referensi serta kajian 

penelitian yang akan datang.

b. Secara Praktis

Dapat berguna atau bermanfaat bagi masyarakat umum atau pembaca untuk 

mencari jalan keluar terhadap masalah yang sedang dihadapi atau sebagai bahan 

masukan bagi pihak-pihak tertentu dalam memutuskan suatu kebijakan yang 

menyangkut topik penelitian dan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan

teori-teori baru atau memberikan

sumbangan pemikiran kepada praktisi hukum dalam rangka pengembangan ilmu

hukum kearah yang lebih progresif.

c. Bagi Peneliti

Selain kedua manfaat di atas, tentunya juga sangat berguna atau bermanfaat 

bagi Peneliti secara langsung atau pribadi yaitu untuk menambah pengetahuan dan 

wawasan dalam ilmu hukum.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan, yaitu 

Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Papua.

i
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Kerangka Teori

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berbentuk kesatuan. Hal ini 

dinyatakan dengan tegas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni dalam Pasal 

ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang 

berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik”.

Menurut Soehino, negara kesatuan jika ditinjau dan susunannya adalah negara 

tidak tersusun ke dalam beberapa negara sebagaimana yang terdapat dalam 

negara federal, melainkan negara yang bersifat tunggal. Artinya hanya ada satu 

negara. Tidak ada negara dalam negara. Dalam negara kesatuan hanya ada satu 

pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam 

segala lapangan pemerintahan. Pemerintah pusat inilah yang memegang keputusan 

akhir dan tertinggi dalam memutuskan segala sesuatu di dalam negara tersebut.

Selain sebagai negara yang berbentuk kesatuan, Negara Indonesia juga 

merupakan negara yang menganut asas demokrasi. Hal ini dimuat dalam Undang- 

Undang Dasar 1945 pada pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “Kedaulatan berada di 

tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang”. Undang-Undang Dasar 

1945 mengeksplisitkan bahwa adanya berbagai lembaga negara sebagai pemegang 

kekuasaan yang masing-masing mempunyai fungsi, kedudukan, dan wewenang.24 

Adanya pembagian kekuasaan ini merupakan pendelegasian kekuasaan dari rakyat

1.5

1

yang

“ Soehino, Ilmu Negara cet. 2, FH-UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 224.
Mahfiid M D, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2001,

hlm. 84.
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kedaulatan.Negara indonesia adalah negara yang berbentuksebagai pemegang 

kesatuan.25

Menurut Hans Kelsen, pada dasarnya demokrasi itu adalah pemerintahan oleh

rakyat dan untuk rakyat.26 Negara Indonesia menggunakan tipe demokrasi pancasila

dengan sistem pemerintahan presidensial, yaitu demokrasi dengan pemerintahan

perwakilan yang representatif.27 Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945

dan Pancasila. Kekuasaan negara demokrasi mengingat kehendak dan keinginan

rakyat, setiap tindakan dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak bertentangan

dengan kehendak dan kepentingan rakyat, bahwa pemerintah harus berusaha untuk

28memenuhi kepentingan dan keinginan rakyat.

Dalam negara kesatuan yang menganut asas demokrasi di mana kekuasaan 

negara terbagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kekuasaan berada 

pada tingkas pusat, sedangkan pada tingkat daerah kekuasaan diberikan oleh 

pemerintah pusat melalui penyerahan sebagian kekuasaan yang ditentukan secara 

tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.29 Negara kesatuan 

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi 

atas kabupaten dan kota masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.30

“ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945.
C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Rineka 

Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 91.
21 Op. Cit.hlm. 84.
2*Ibid.

_ ,, 29 Mexsasai Indra, Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia,, Refika Aditama, Bandung 
2001, hlm. 119.

30 Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
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Bagi negara Indonesia yang menggunakan bentuk negara kesatuan, eksistensi 

dan peranan Pemerintah Pusat tidak dapat dikesampingkan atau ditinggalkan dengan 

diberikannya kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah 

tangganya sendiri.31 Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat 

diatur dalam berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan otonomi 

daerah.32 Hal ini dikarenakan berbagai cakupan dan masalah yang berkaitan dengan 

hak, kewajiban, dan tanggung jawab berbagai tingkat pemerintahan yang ada di suatu 

negara tidak bisa diatur dalam satu undang-undang saja. Oleh karena itu, keberadaan 

berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hubungan 

kewenangan pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu kewajaran dalam suatu 

negara.33

Perlunya hubungan antara Pusat dan Daerah ini pada dasarnya karena

organisasi pemerintahan bila ditinjau secara makro adalah satu. Oleh sebab itulah satu

pula penanggung jawab terakhir dari pelaksanaan pemerintahan. Berdasarkan

Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan secara tegas bahwa Negara Indonesia

adalah Negara Kesatuan yang dituangkan di dalam pasal 1 ayat (1), maka dalam hal

penyusunan Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan

31Peranan Pemerintah Pusat akan tetap dan terus ada melalui kebijakan-kebijakan nasional 
(public policy) dalam semua aspek kehidupan, demi mewujudkan kesejahteraan yang seimbang, 
maupun perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat atau daerah, lihat dalam Ibid, hlm. 102.

Lihat dalam Akil Mochtar, Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Daerah di 
Era Otonomi, hlm. 1, diakses pada tanggal 2 April 2013.

Pengaturan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berbentuk Undang-undang 
tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang yang mengatur Hubungan keuangan Pusat dan Daerah 
Undang-undang Kewenangan Pusat dan Daerah.
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dalam melaksanakan usaha-usaha atau pun kegiatan-kegiatan dalam rangka 

kenegaraan harus tetap dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Selain itu, Garis-garis Besar Haluan Negara telah dengan tegas memberikan 

pengarahan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus dapat menjamin hubungan 

yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan Negara 

Kesatuan.34

Penyelenggaraan pemerintahan Indonesia di dalam kerangka negara kesatuan, 

antara pemerintah pusat dan daerah menggunakan asas penyelenggaraan 

pemerintahan di daerah yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Desentralisasi dapat 

dimaknai sebagai peralihan kewenangan dari lingkungan pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurusi daerahnya berdasarkan kondisi riil 

yang mengitarinya.35

Menurut Hoogerwerf, desentralisasi adalah sebagai pengakuan 

penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih tinggi kepada badan- 

badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan 

kepentingan sendiri mengambil keputusan pengaturan dan pemerintahan, 

struktur wewenang yang teijadi dari hal itu.36

atau

serta

. c. Suga™^ Masalah otonomi dan Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di 
Indonesia Bandung: CV Sinar Baru, 1981, hlm. 70.

35Ibidy hlm. 11.
36Ibid.

r
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Konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap 

eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip 

otonomi daerah menurut Undang-undang No.32 Tahun 2004, yaitu prinsip otonomi 

yang seluas-luasnya, nyata, dan bertanggung jawab.38 Artinya bahwa daerah 

diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.39

Penyelenggaraan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, dalam arti 

pengakuan kewenangan pemerintahan yang secara nyata dilaksanakan oleh daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten dan kota, 

sedangkan otonomi daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas, yang meliputi 

kewenangan-kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan daerah otonom 

kabupaten dan kota serta kebijaksanaan strategis regional.40 Selain itu, 

penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan secara nyata dan bertanggung jawab. 

Adapun otonomi yang dalam penyelenggaraan harus benar-benar sejalan dengan 

tujuan dan maksud pemberian otonomi daerah yang pada dasarnya untuk

37 Siswanto Sunamo, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 
2006, hlm. 8.

38 B.N. Marbun, Otonomi Daerah 1945-2005 Proses dan Realita, Pustaka Sinar Harapan
Jakarta, 2005, hlm. 170. H ’

39 Kf'sh"a, Darumurti dan Umbu Rauta, Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran 
Pengaturan dan Pelaksanaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003 hlm 48

*Ibid, hlm. 49.

r
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pemberdayaan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan 

bagian utama dari tujuan nasional.41

Telah diatur dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia mengenai 

daerah-daerah yang bersifat khusus atau istimewa dalam Pasal 18B ayat (1) yang 

berbunyi “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah 

bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. 

Artinya, diaturnya hal tersebut dalam konstitusi Negara Indonesia mendukung 

eksistensi pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Ketentuan ini 

dirancang untuk mendukung keberadaan berbagai satuan pemerintah yang bersifat 

khusus, seperti Aceh, DKI, DIY, dan Papua. Penetapan itu tentu saja dengan suatu 

batasan yaitu, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kesatuan dan 

sepanjang otonomi itu dilaksanakan untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat 

daerah setempat.

Otonomi Khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan 

diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar 

masyarakat. Pemberian Otonomi khusus ini merupakan suatu bentuk nyata dari 

bentuk Negara Kesatuan yang melaksanakan sistem pemerintahan Desentralisasi

yang

AlIbid, hlm. 8

. •!
\
♦ r• i
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untuk memberikan pengakuan dan penghormatan kepada satuan pemerintahan daerah

yang bersifat khusus.42 

1.6 Metode Penelitian 

A. Tipe Penelitian

Sesuai dengan pembagian metode penelitian hukum yang dikemukakan oleh 

Soetandyo Wignjosoebroto43 maka skripsi ini dapat dikategorikan sebagai penelitian 

hukum doktrinal. Apabila menggunakan istilah yang dikemukakan oleh Soeijono 

Seokanto tergolong dalam penelitian hukum normatif atau penelitian hukum

42Sebagaimana telah tertuang dalam konstitusi yang kemudian diturunkan dalam Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerahdalam Pasal 225 yang berbunyi Daerah- 
daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang- 
Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain.

43 Dalam pandangan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, dalam melakukan penelitian, metode 
penelitian yang digunakan baik doktrinal maupun non-doktrinal akan sangat dipengaruhi oleh 
mazhab/aliran hukum yang dianut oleh penulisnya. Oleh Soetandyo metode tersebut dibagi kedalam 5 
jenis metode penelitian, yaitu antara lain:
1. Metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepkan sebagai asas keadilan dalam sistem moral 

menurut doktin aliran hukum alam. Dalam metode ini peneliti akan melihat hukum dari segi 
pendekatan hukum alam yang menganggap hukum dapat dikatakan hukum ketika mencerminkan 
suatu asas keadilan.

2. Metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah perundang-undangan 
menurut doktrin aliran positivisme dalam ilmu hukum. Dalam metode ini peneliti akan 
mengartikan hukum sebagai aturan positif yang berlaku saja tertutup dari ajaran-ajaran moral yang 
ada.
Metode kajian hukum dengan hukum yang dikonsepkan sebagai keputusan hakim in concreto 
menurut doktrin fungsionalisme kaum realis dalam ilmu hukum. Dalam metode ini peneliti 
melihat hukum juga terletak pada putusan hakim atau sering disebut sebagai judge made law.

4. Metode kajian hukum yang dikonsepkan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris menurut 
aliran sociological jurisprudence. Dalam metode ini peneliti melihat hukum sebagai suatu 
kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah dan bekeija dengan hasil 
yang mungkin saja efektif akan tetapi mungkin pula tidak, serta untuk memola perilaku-perilaku 
aktual warga masyarakatnya.
Hukum dikonsepkan sebagai institusi sosial yang objektif.

Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Lembaga 
Studi dan Advokasi Mayarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis 
Mayarakat dan Ekologi (HUMA), Jakarta, 2002, hlm. 147-169.

3.

5.
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kepustakaan.44 Sebab penelitian hukum yang dilakukan dalam skripsi ini dengan 

meneliti bahan pustaka.

B. Sumber Data

a) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu :

1) Peraturan perundang-undangan.

2) Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, seperti hukum adat.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan atau pendapat ahli 

hukum, hasil penelitian, rancangan undang-undang, doktrin dan

cara

lain-lain.

c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi penjelasan

maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder,

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum,

jurnal, majalah, indeks komulatif, makalah, surat kabar, media 

internet.45

44 Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:
1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematik hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum
5. Sejarah hukum

Lihat dalam, Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, 
hlm. 13-14.

45 Nico Ngani, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 
2012. hlm. 71-72.
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C. Teknik Pendekatan

Skripsi ini menggunakan tiga macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang- 

undangan (statute approach)46 dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan 

Undang-Undang digunakan untuk mengetahui adanya ruang bagi keberadaan 

otonomi khusus itu sendiri, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk melihat 

fenomena keberadaan otonomi khusus sekarang ini.

D. Teknik Analisis

Analisa data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan 

metode analisa data secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh 

responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan 

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.48 Selain itu analisis dengan pendekatan kualitatif 

ini dilakukan pada data yang tidak bisa dihitung bersifat monografis atau berwujud 

kasus-kasus yang tidak dapat disusun ke dalam struktur klasifikasi. Data yang 

dikumpulkan dan dicatat/direkam bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata atau

gambar.

Dalam penulisan skripsi ini, data-data mulai dari buku-buku sampai dengan 

kasus, dikumpulkan atau dikonstruksikan secara deskriptif melalui uraian kata-kata,

46Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang- 
undangan, karena yang akan d teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema 
sentral suatu penelitian. Lihat Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 
Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 302.

47 Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (case approach) dalam penelitian 
normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek 
hukum., Ibid hlm 321.

Soeijono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press, 1986, hlm. 250.48

I
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dikarenakan objek penulisan ini merupakan data yang tidak dapat dihitung sehingga 

tidak dirumuskan dalam akumulasi angka-angka.

E. Teknik pengambilan kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai 

dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan 

masalah atau pertanyaan penelitian.49 Menarik kesimpulan, artinya menentukan 

jawaban-jawaban definitive dari setiap masalah yang diajukan atas dasar pembuktian

atau pengujian secara empiris untuk setiap hipotesis.

49Beni Ahmad Saebani., Metode Peneliti Hukum., Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 93an
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